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PENETAPAIiI I(ANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAN
PADA PEMILIHAN WAIJI(OTA DAIT WAKIL WAIJKOTA SERANG TAI{UN 2018

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERAI{G,

SALINAN

a- bahura unhrk meleksa.nakan ketenhran Pasal 42 ayat tll
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7

tentang Dana Iftmpanye Peserta kmilihan Gubernur dart

pnkil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupa4 den/atau Walikota

dsn qrakil Walikota menyataknn bahwa Kru Pro,vinsi/KlP Aceh

dan KPU/KIP lQbupatcnlKota menetapkan I(AP berdsserkan

hasit seleksi untuk melakukan audit LPPDK deri I (satu)

Pasangan Calon di daerah yarry bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kepunrsan Komisi

Pemililran Umum Kota Serang tenterry Penetapen Kentor

Aktrntan Publik (I(/{PI pada Pemilihan Walikota rlan Wokil

Walikota SerangTahun 2Of 8;

l. Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OOO

tentang Pembentukan Prrovinsi Banten {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2fin Nomr 182, Tambehan
tcmbamn Negara Republik Indonesia Nomor a0fol;

2. Undarg-Undang Republik Indonesie Nomor 17 Tahun 2OO3

t€ntang Keuangan Negara {I-embamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan Lcmbaran
Republik Indonesia Nomor 42861;

3. Undang-Undaag Repubtik lndonesie Nomor 32 Tahtm ?AOV

tentang Pembentukan Kota Serang Di Prrovinsi Banten
(tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan
Lcmbaran Negara Repubilik Indonesia Nomor a7a4;

Menimbang

Mengingat
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4. Undang-Undang...
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah se bagaimana tebh diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 {Lembamn Nega.ra Repubtik Indonesia Tahun 20ls
Nomor 58, Tambahan f,embaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5,679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015
tentang Penetapan peraturan Femerintah p6nggantj Undang_
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Femilihan Gubemur,
Bupati dar Wdikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah beberapa kqli diubsh tcr:akhir dengan Undang-Undang
Nomor lO Tahun 2016 (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 13O, Tambahan hmbaran Negara Republik
Indorrcsia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor lB2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 tahun 2OOg
tentang Tata Kerja Komisi Femilihan Umum, Komisi Femilitran
Umum Provinsi, dan Komisi pemflihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah bcberapa kali berubah rcrakhir dengan
Feraturan Komisi Pemilihan Umrrm Nomor Ol tahun 2Ol0;

E. Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2OOg
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekr,etariat
Jerderal Komisi Femilihan Umum, S€kttariat Komisi
Pemilhan Umrrm Provinsi, dan Sekr€tariat Komisi pemilihan
Umum Kabupa.ten/Kota sshagnimsna telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 20O8;

9. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Ksmpanye kmilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur,
Bupati Dan Wal(tl Bupau, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota;

10. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor S Tahun 2017
t€ntang Dana lkmpanye peserta pemilihan Gubanur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wqkil Bupat, dan/atau Walikota
dan Wnt qrstl(.ta'

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2OI7
tentang Tahapan, prosran dan Jadwal penyehnggaraan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wrkil Wstikota Taftun 2O16
sebagaimana t€lah diubah denga.n peraturan Komisi pemilihan
Uoum Nomor 2 Tahun 2018.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN...

Berita Acara Komioi kmilihan Umum Kota Serang Nomor:
4fi .A / BA | %7 3 / llv 20 18 tentang Penetapan Kantor Akuntan
Pubuk (KAP) pada Pemilihan Walikote dan Wnkit Walikota
Serang Tatnm 2Of8;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAH KOMISI PBMIIJHAN UMUM KOTA SERANG TENTA},IG
PENETAPA}.I IGNTOR AI(UNTA}.I PUBIIK [KAP} PADA PEMILTHAN
WALIKOTA DAN WAIffL WALIKOTA SERANG TAHUN 20T8.
Penetapan Ifuntor Alruntan publik (KAplyaitu;

Ditetapkan di Kota Serang

Pada .arggal o6 Maret zorg

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
KGTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

*gqt" biaya yang tim-but sehubungan diterbitlannya Keputusan ini
dibebanlan pada Daftar Isian pelaksanaan Ferja,iian Hiur, uarg
antara kmerintah Kota semng derrgan xomisi fufiftas umud
II(PIJI Kota Serang Nomor :. gWlOz_KIDlf\t /ZOLT, Nomor :
253lI(PU,KotaO1S.4369O0/ff /ZALZ, fanggal Oi nirf ZAfi.
Keputusan ini mu}ai berraku pada tanggal ditetapkan apabila
dikemudian hari tcrdapat kekeliruan akan diadakan p.rt ait"r,
sebageimana mestinya.

No. Nstna l(antor Alamat Kantor Keterangan
1 PA}-IATA Gralra ADPD,

Jetar Warung

Raya No. 101,

Selatan- 12510

Unit-7,

2. CPA Pondok Cilegon Indah

Bbk D 24lNo.3 Cibgon-

Elranten 42rcO
3. }IARYONO, JI.MIANTO

DAN ASMORO

Gedung Sentra Pemuda,

Jl. Raya Pemuda Kav.

No.61 RT. 009/OO3 Ket.

Rawamangun Kec. pulo

Gadung Jakarta

13220

Sesuai Aslinya

UMUM KOTA SERANG

RONI BUDIAIVTCI,

Timur

Hukum


